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ABSTRACT

The study underscores the significance of effectively managing diverse sources of village
income, including funds from APBN, PDRD proceeds, and external contributions.
Accountability values are crucial in this regard. The research, conducted in West Denpasar
District, investigates the impact of village head leadership, official competency, and
community participation on financial management accountability. The population
comprises all village officials in 8 villages, with 64 individuals selected through purposive
sampling. Multiple linear regression analysis reveals that leadership positively influences
financial accountability, while competence and community participation also have positive
effects on financial management accountability in the West Denpasar District village
government.

Keywords: Leadership, Competence, Community Participation, Financial Management
Accountability

PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo mengutamakan pembangunan Indonesia dari daerah-daerah dan
desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa, termasuk dari APBN, harus
dipertanggungjawabkan dengan benar, sesuai UU No. 6 Tahun 2014. Accountibility menjadi kunci
dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, menunjukkan perilaku etis
dan tanggungjawab aparatur desa. Manajemen Dana dana desa tidak hanya tentang pengelolaan,
tetapi juga pertanggungjawaban,. Prinsip-prinsip konsistensi, accountibility, transparansi, dan
kelangsungan hidup usaha menjadi landasan dalam mencapai tujuan Manajemen Dana.

Meskipun pedoman pengelolaan dana desa telah dibentuk, tindak penyelewengan masih
terjadi di lapangan. Sebagai contoh, kasus korupsi di Kantor Desa Dauh Puri Klod Denpasar Barat,
dengan total 1,035 milyar rupiah, menunjukkan bahwa alokasi dana desa seringkali tidak tepat
sasaran. Meski sebagian dana sudah dikembalikan oleh beberapa oknum aparatur desa, jumlah
yang masih belum jelas mencerminkan masalah dalam proses alokasi dana desa. Accountibility
pengelolaan dana desa yang sesuai aturan dianggap sebagai solusi untuk mencegah
penyalahgunaan dana. Komitmen individu dalam organisasi juga diakui sebagai faktor penting, di
mana accountibility dapat tercapai melalui sistem pengendalian yang terukur, terarah, dan teratur

dalam organisasi.
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Kasus penyelewengan dana desa oleh aparatur desa, seperti yang terjadi pada Ni Putu
Ariyaningsih di Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, menimbulkan stigma negatif pada peran aparat
desa dalam menjalankan kewajibannya. Kasus korupsi dana SiLPA APBDes sebesar Rp 988 juta
lebih mencuatkan tindakan memperkaya diri yang dilakukan oleh bendahara desa bersama rekan-
rekannya. Kasus ini terungkap ketika terdapat selisih antara SILPA APBDes tahun 2020 dengan
dana yang masih dipegang oleh mantan Perbekel, Bendahara, dan Kaur Keuangan. Kerugian
negara yang ditaksir mencapai Rp 1,03 miliar menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan
dan minimnya kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Upaya
pengembalian sebagian dana oleh beberapa tersangka masih belum mencakup seluruh kerugian
yang terjadi.

Pada tahun 2023, data dari dpd.go.id menunjukkan bahwa selama tujuh tahun terakhir,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki 851 kasus korupsi dana desa dengan 973
pelaku, di mana 50% di antaranya adalah kepala desa. Untuk mengatasi penyelewengan dana desa,
pemerintah secara aktif melakukan evaluasi aliran dana dan pemeriksaan di berbagai daerah,
termasuk yang pernah mengalami masalah seperti Bali, Pulau Jawa, dan daerah lainnya. Upaya
untuk meningkatkan transparansi dan accountibility dalam pengelolaan dana desa sangat
dipengaruhi oleh peran Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan. Seorang pemimpin,
khususnya Kepala Desa, memiliki tanggung jawab utama atas seluruh aktivitas pemerintahan desa,
termasuk pengelolaan dana desa. Peran kunci kepala desa dalam menciptakan pengelolaan dana
desa yang akuntabel terletak pada kemampuannya untuk memotivasi dan membimbing karyawan
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Kepemimpinan yang terampil hasil dari pendidikan dan pengalaman membentuk individu
tersebut. Keterampilan kepemimpinan yang memahami kepentingan masyarakat dan memiliki
hubungan kerja sama yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
perangkat daerah(Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019). Selain kepemimpinan, faktor penting
lain yang memengaruhi accountibility Manajemen Dana adalah kompetensi aparatur desa.
Kompetensi yang memadai dalam aparatur desa sangat penting untuk mencapai accountibility
yang baik(Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019). Penelitian ini memperhatikan peran kunci
kepemimpinan kepala daerah dalam membentuk kebijakan dan tindakan terkait keuangan daerah.
Selain itu, penekanan diberikan pada kompetensi aparatur daerah, yang mencakup keterampilan
dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola keuangan dengan efektif. Selanjutnya,
penelitian ini juga mempertimbangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses Manajemen Dana

pemerintahan daerah. Partisipasi ini dianggap sebagai elemen penting dalam mencapai tingkat
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accountibility yang tinggi, mengingat kontribusi masyarakat dapat memperkaya pengambilan
keputusan dan memastikan transparansi dalam Manajemen Dana daerah. Secara keseluruhan,
narasi penelitian ini melibatkan interaksi kompleks antara kepemimpinan kepala daerah,
kompetensi aparatur daerah, dan partisipasi masyarakat untuk menggambarkan bagaimana faktor-
faktor tersebut saling memengaruhi dan membentuk accountibility Manajemen Dana
pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan Denpasar Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan bahwa adanya hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih
(principal and agent) yang melibatkan penyerahan wewenang dari prinsipal ke agen dalam hal
pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya dalam menjalankan suatu organisasi
(Jensen, M. C., & Meckling, 1976).

Kepemimpinan Kepala Daerah Terhadap Accountibility Manajemen Dana

Adanya keterlibatan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara manajemen dan
pemilik perusahaan, dapat diterapkan pada konteks accountibility pengelolaan dana daerah.
Hubungan ini melibatkan pihak yang diberikan wewenang (agent), yaitu aparat pemerintah
daerah di tingkat lokal, dengan pemerintah pusat dan daerah sebagai pemberi wewenang
(principal) dalam pengelolaan dana daerah (Supadmi, N. L & Suputra, 2018).

Bahwa keberhasilan implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 29 tentang
daerah secara efektif tergantung pada integritas dan komitmen perbekel dalam menjalankan
tugasnya. Sebagai landasan hukum, pasal tersebut secara tegas melarang perbekel merugikan
kepentingan masyarakat umum, membuat keputusan yang bersifat menguntungkan individu,
menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya, serta terlibat dalam praktik-praktik
negatif seperti kolusi, korupsi, nepotisme, dan sejenisnya. Sejalan dengan temuan (Pramayoga, |.
B., & Ramantha, 2020) yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif berperan positif
dalam meningkatkan accountibility pengelolaan dana daerah, hipotesis penelitian ini
mengemukakan bahwa integritas perbekel dapat menjadi faktor krusial yang mendukung
kesuksesan implementasi Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa
semakin tinggi tingkat integritas perbekel, semakin baik pula pelaksanaan Undang-Undang No.
6 Tahun 2014 di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengonfirmasi
hubungan antara integritas perbekel dan efektivitas implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 Pasal 29 di konteks pengelolaan dana daerah.:

H: : Kepemimpinan Kepala Daerah berpengaruh positif pada accountibility Manajemen Dana.
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Kompetensi Terhadap Accountibility Manajemen Dana

Kepatuhan individu terhadap aturan dan norma mencerminkan tingkat kompetensinya.
Kompetensi aparatur daerah, yang melibatkan pengalaman, pengetahuan, kecerdasan,
keterampilan, dan perilaku, memiliki peran krusial dalam pengelolaan dana daerah untuk
optimalisasi pembangunan dari berbagai aspek (Anto, R. P., & Amir, 2017). Dalam konteks
pengelolaan dana daerah, kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan, yang diamanatkan oleh
Undang-Undang, menjadi kunci dalam mewujudkan accountibility (Dewi, N. K. A. J. P., &
Gayatri, 2019).

Bahwa dalam konteks pengelolaan dana daerah, keberhasilan accountibility sangat
bergantung pada adanya individu-individu yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-
masing. Temuan (Prasetya, I. K. Y. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, 2017) menegaskan
pentingnya dukungan kompetensi dalam meningkatkan tingkat accountibility dalam pengelolaan
dana daerah. Penelitian ini menjadi semakin relevan dengan hasil studi (Dewi, N. K. A. J. P., &
Gayatri, 2019), yang menunjukkan bahwa kompetensi secara positif memengaruhi accountibility
dalam pengelolaan dana daerah. Dengan dasar ini, hipotesis penelitian diarahkan untuk menguiji
dan mengonfirmasi hubungan positif antara kompetensi individu di dalam tim pengelola dana
daerah dan tingkat accountibility yang dihasilkan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa
semakin tinggi tingkat kompetensi individu dalam tim, semakin baik pula accountibility dalam
pengelolaan dana daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran kompetensi individu
sebagai faktor penentu dalam mencapai tingkat accountibility yang optimal dalam konteks
pengelolaan dana daerah.:"

H> : Kompetensi berpengaruh positif pada accountibility Manajemen Dana.
Partisipasi Terhadap Accountibility Manajemen Dana

Dalam teori keagenan, partisipasi masyarakat dianggap sebagai mekanisme untuk
mengurangi potensi konflik antara prinsipal dan agen. Masyarakat, sebagai prinsipal, memiliki
hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari agen atas tindakannya (Dewi, N. K. A. J. P., &
Gayatri, 2019). Bahwa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah diharapkan
dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan pembangunan tersebut.
(Mahayani, 2017)menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat, yang memiliki pemahaman
yang lebih mendalam terhadap kondisi dan permasalahan di daerah mereka. Menurutnya,
partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup peran aktif dalam perencanaan dan pengawasan,
tetapi juga melibatkan mereka dalam pelaksanaan, serta mendorong penerimaan dan pemanfaatan

hasil pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat semakin diperkuat oleh temuan penelitian
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(Julianto, 1. P., & Dewi, 2019)yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dimensi
lebih luas, termasuk dalam tahap pelaksanaan pembangunan dan penerimaan manfaatnya. Selain
itu, penelitian (Arta, I. M. A. S., & Rasmini, 2019)menambahkan dimensi positif dengan
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
accountibility dalam pengelolaan dana daerah. Dengan dasar ini, hipotesis penelitian ini dapat
diajukan sebagai berikut: bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah, semakin baik pula accountibility dalam pengelolaan dana daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengonfirmasi hubungan positif antara partisipasi
masyarakat dan accountibility pengelolaan dana daerah, serta mengeksplorasi kontribusi nyata
dari keterlibatan mereka dalam mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan di tingkat
daerah.

Hs : Partisipasi berpengaruh positif pada accountibility Manajemen Dana
METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil populasi dari seluruh aparatur daerah, yang berjumlah 165 orang,
di Se-Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan total 8 daerah. Sampel penelitian ini
dipilih sebanyak 64 orang menggunakan metode purposive sampling. Data kuantitatif diperoleh
dari jawaban responden terhadap kuesioner yang digunakan dalam penelitian, kemudian diolah
dan dikuantifikasi. Varbel utama yang diukur dalam penelitian ini melibatkan jawaban responden
terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah, Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Accountibility
Manajemen Dana Daerah. Analisis regresi linear berganda akan dilakukan untuk menentukan
sejaun mana dari varbel bebas (Kepemimpinan Kepala Daerah, Kompetensi, Partisipasi
Masyarakat) terhadap varbel terikat (Accountibility Manajemen Dana Daerah). Dengan demikian,
penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan memahami dampak hubungan antarvarbel tersebut

dalam konteks Manajemen Dana daerah di Se-Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Kepemimpinan (X1) 64 4,00 5,00 4,3638 ,30748
Kompetensi (X2) 64 4,00 5,00 4,4241 ,30962
Partisipasi Masyarakat (X3) 64 3,86 5,00 4,2500 27177
Accountibility Manajemen Dana (Y) 64 4,00 5,00 4,3848 ,29823
Valid N (listwise) 64

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif untuk setiap varbel penelitian. Responden yang
terlibat dalam penelitian ini berjumlah 64 orang. Untuk varbel kepemimpinan (X1), dapat dilihat

bahwa nilai minimumnya adalah 4,00, nilai maksimumnya adalah 5,00, dengan rata-rata sebesar

334 | Hita_Akuntansi dan Keuangan



Hita Akuntansi dan Keuangan "
Universitas Hindu Indonesia !

e-ISSN 2798-8961 " Edisi Oktober 2024 .

4,3638, dan standar deviasi sekitar 0,30748. Hal ini menunjukkan bahwa skor kepemimpinan
responden cenderung berkisar antara 4,00 hingga 5,00, dengan tingkat variasi yang relatif rendah.
Sementara itu, varbel kompetensi (X2) menunjukkan nilai minimum 4,00, nilai maksimum 5,00,
rata-rata sebesar 4,4241, dan standar deviasi sekitar 0,30962. Hasil ini menandakan bahwa
responden dalam penelitian memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, dengan skor yang umumnya
berada di atas 4,00. Varbel partisipasi masyarakat (X3) memiliki nilai minimum 3,86, maksimum
5,00, rata-rata sebesar 4,2500, dan standar deviasi sekitar 0,27177. Hasil ini menunjukkan variasi
yang cukup kecil dalam tingkat partisipasi masyarakat, yang secara keseluruhan cenderung tinggi.
Terakhir, varbel accountibility pengelolaan daerah (Y) menunjukkan nilai minimum 4,00,
maksimum 5,00, rata-rata sebesar 4,3848, dan standar deviasi sekitar 0,29823. Ini menggambarkan
bahwa tingkat accountibility pengelolaan dana daerah oleh responden cenderung tinggi, dengan
skor rata-rata di atas 4,00. Secara keseluruhan, statistik deskriptif ini memberikan gambaran
tentang distribusi dan variasi dari setiap varbel penelitian, menciptakan dasar pemahaman yang
baik sebelum melakukan analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Tabel 2. Analisis Regresi Berganda

Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients .
Varbel B Std.Error Beta T Sig
(Constant) 6,396 3,662 1,746 ,016
Kepemimpinan (X1) 326 ,140 ,295 2,334 ,023
Kompetensi (X2) 376 113 ,010 3,325 ,002
Partisipasi (X3) 618 162 493 3,806 ,000
R 0,737
R Square 0,544
Adjusted R Square 0,521
U_ji F 23,830
Sig. Model 0,000

Berdasarkan Tabel 2 dapat dibuatkan persamaan sebagai berikut:
Y=6,396+0,326 X1+0,376X2 +0,618X3 + e
Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai konstanta 6,396 menunjukkan bahwa jika nilai kepemimpinan, kompetensi, dan
partisipasi adalah nol, maka nilai accountibility Manajemen Dana daerah diperkirakan sebesar
6,396. Koefisien regresi 0,326 untuk varbel kepemimpinan menunjukkan bahwa setiap kenaikan
satu satuan dalam varbel kepemimpinan berkontribusi terhadap peningkatan 0,326 dalam
accountibility Manajemen Dana daerah, dengan asumsi varbel lain konstan. Koefisien regresi

0,376 untuk varbel kompetensi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam varbel
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kompetensi berkontribusi terhadap peningkatan 0,376 dalam accountibility Manajemen Dana
daerah, dengan asumsi varbel lain konstan. Koefisien regresi 0,618 untuk varbel partisipasi
menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam varbel partisipasi berkontribusi terhadap
peningkatan 0,618 dalam accountibility Manajemen Dana daerah, dengan asumsi varbel lain
konstan. Dengan demikian, persamaan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana varbel
independen dapat mempengaruhi varbel dependen dalam konteks accountibility Manajemen Dana
daerah.

Dengan nilai Adjusted R-square sebesar 0,544, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan,
kompetensi, dan partisipasi memiliki kemampuan untuk menjelaskan sekitar 54,4% dari variasi
dalam accountibility Manajemen Dana. Sisanya, sekitar 45,5%, kemungkinan dipengaruhi oleh
varbel lain yang tidak diteliti dalam lingkup penelitian ini. Hasil ini memberikan gambaran tentang
sejauh mana variabilitas dalam accountibility dapat dijelaskan oleh kombinasi ketiga varbel
tersebut. Selanjutnya, nilai uji F sebesar 23,830 dengan signifikansi 0,000 (yang lebih kecil dari
tingkat signifikansi 0,05) menunjukkan bahwa model yang dikembangkan dalam penelitian ini
memiliki kecocokan yang signifikan. Artinya, varbel kepemimpinan, kompetensi, dan partisipasi
secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap accountibility Manajemen
Dana. Dengan demikian, hasil ini menguatkan kesimpulan bahwa model yang diusulkan memiliki
daya penjelasan yang kuat terhadap accountibility Manajemen Dana dalam konteks penelitian ini.
Pembahasan
Kepemimpinan kepala daerah terhadap accountibility Manajemen Dana

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah memiliki  positif
signifikan terhadap accountibility Manajemen Dana. Artinya, semakin baik kepemimpinan kepala
daerah di setiap kantor daerah di Kecamatan Denpasar Barat, semakin baik pula accountibility
Manajemen Dana daerah tersebut. kepemimpinan kepala daerah terhadap accountibility
Manajemen Dana" dapat dideskripsikan sebagai pernyataan yang menyoroti hubungan antara
peran kepemimpinan seorang kepala daerah dan tingkat accountibility dalam Manajemen Dana di
suatu pemerintahan daerah. Deskripsi kalimat ini mengindikasikan bahwa fokus utama adalah
bagaimana gaya atau kualitas kepemimpinan kepala daerah dapat mempengaruhi sejauh mana
keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian
sebelumnya oleh (Pramayoga, I. B., & Ramantha, 2020), yang juga menyatakan bahwa
kepemimpinan kepala daerah berpengaruh positif signifikan terhadap accountibility Manajemen
Dana. Peran kepemimpinan kepala daerah dianggap sangat penting dalam konteks Manajemen

Dana daerah, mengingat kepala daerah bertanggung jawab dalam seluruh tahapan Manajemen
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Dana daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Transparansi dan integritas
kepala daerah dalam memimpin pemerintahan daerah dapat menciptakan lingkungan kerja yang
disiplin dan dapat meningkatkan motivasi perangkat daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini
memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah sebagai
langkah strategis dalam upaya mencapai accountibility pengelolaan dana daerah yang lebih baik
di Kecamatan Denpasar Barat.
kompetensi aparatur daerah terhadap accountibility Manajemen Dana

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur daerah memiliki positif signifikan
terhadap accountibility Manajemen Dana. kompetensi aparatur daerah terhadap accountibility
Manajemen Dana," kita dapat membayangkan sebuah cerita tentang bagaimana tingkat keahlian
dan kualifikasi dari aparat daerah memainkan peran penting dalam mengelola dana publik di
tingkat lokal. Dalam sebuah daerah, aparat daerah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang
peraturan dan prosedur keuangan, serta keterampilan teknis yang baik dalam pelaporan keuangan,
dapat secara positif memengaruhi bagaimana dana daerah digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Mereka mungkin dapat merancang sistem Manajemen Dana yang efisien dan transparan,
memastikan bahwa setiap keputusan keuangan didasarkan pada integritas dan tanggung jawab.

Sebaliknya, jika kompetensi aparatur daerah rendah, hal ini dapat mengakibatkan
ketidakjelasan dalam Manajemen Dana, membuat sulit untuk memahami dan
mempertanggungjawabkan penggunaan dana daerah. Dalam cerita ini, kompetensi aparatur daerah
menjadi faktor penentu dalam membentuk tingkat accountibility Manajemen Dana di tingkat
daerah tersebut. Artinya, semakin tinggi kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, semakin
optimal dan akuntabel pengelolaan dana daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh (Prasetya, I. K. Y. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, 2017) dan (Dewi, N. K.
A.J. P., & Gayatri, 2019), yang juga menyatakan bahwa kompetensi aparatur daerah berpengaruh
positif signifikan terhadap Manajemen Dana daerah. Kompetensi aparatur daerah melibatkan
kemampuan, keterampilan, dan perilaku yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. Hasil ini
menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur daerah sebagai strategi untuk
meningkatkan accountibility dalam pengelolaan dana daerah. Oleh karena itu, upaya
pengembangan sumber daya manusia di tingkat daerah, termasuk pelatihan dan pembinaan, dapat
menjadi langkah efektif dalam mencapai tingkat kompetensi yang optimal. Dengan demikian,
penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa investasi pada
pengembangan kompetensi aparatur daerah dapat memiliki dampak positif pada accountibility

Manajemen Dana daerah.. Hal ini termasuk dalam menjaga integritas, mencegah korupsi atau
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penyelewengan dana, serta melaksanakan tugas dengan hati nurani. Kompetensi yang baik akan
memberikan kontribusi positif terhadap optimalisasi Manajemen Dana daerah. Dengan adanya
sumber daya manusia yang kompeten, diharapkan Manajemen Dana daerah dapat dilakukan secara
efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip accountibility. Selain itu, kompetensi yang baik juga
mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal. Aparatur yang kompeten dapat mengelola
keuangan daerah dengan baik, mengambil keputusan yang tepat, dan memberikan pelayanan yang
sesuai dengan standar kualitas. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur daerah dianggap
penting untuk mendukung pengelolaan dana daerah yang lebih baik dan optimal.
Partisipasi masyarakat terhadap accountibility Manajemen Dana

Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki positif signifikan
terhadap accountibility Manajemen Dana. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan dana daerah, semakin optimal pengelolaan dana tersebut.
partisipasi masyarakat terhadap accountibility Manajemen Dana" membawa kita ke dalam
gambaran mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat secara aktif dapat membentuk tingkat
pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik. Dalam deskripsi kalimat
ini, kita dapat membayangkan suatu konteks di mana partisipasi masyarakat memiliki dampak
substansial pada cara keuangan pemerintahan daerah dikelola. Dampak dari partisipasi masyarakat
ini tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga menciptakan suatu lingkungan di mana
informasi keuangan mudah diakses oleh warga daerah. Hal ini dapat memunculkan rasa tanggung
jawab bersama dalam menjaga transparansi dan accountibility dalam setiap keputusan keuangan
yang diambil oleh pemerintahan daerah. Dalam konteks lokal daerah, partisipasi masyarakat
memainkan peran penting dalam membentuk budaya demokratis dan melibatkan warga secara
langsung dalam perencanaan dan Manajemen Dana. Akibatnya, cerita ini menciptakan gambaran
tentang bagaimana hubungan dinamis antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk
praktik Manajemen Dana yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Arta, I. M. A.
S., & Rasmini, 2019), yang juga menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki positif
terhadap accountibility pengelolaan dana daerah. Partisipasi masyarakat mencerminkan tingkat
keterlibatan aktif mereka dalam proses pembangunan daerah, mencakup peran mereka dalam
perencanaan, pelaksanaan, serta penerimaan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Hasil ini
menegaskan bahwa melibatkan masyarakat secara langsung dapat memberikan kontribusi positif
dalam meningkatkan accountibility pengelolaan dana daerah. Dengan demikian, penelitian ini

memperkuat pentingnya mempromosikan partisipasi masyarakat sebagai elemen kritis dalam
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mencapai accountibility yang optimal dalam pengelolaan dana daerah. Semakin banyak masukan,
saran, dan evaluasi yang diberikan oleh masyarakat, semakin baik pula pengelolaan dana daerah
yang dapat mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya
terbatas pada proses perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dapat menjadi mekanisme
pengawasan alami terhadap pengelolaan dana daerah. Dengan memberikan masukan dan evaluasi,
masyarakat dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyelewengan dana
daerah. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dianggap penting untuk mendukung
accountibility pengelolaan dana daerah dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan

responsif terhadap kepentingan masyarakat.
SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang ditarik dari analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah,
kompetensi aparatur daerah, dan partisipasi masyarakat memiliki positif dan signifikan terhadap
accountibility Manajemen Dana daerah. Semakin baik kepemimpinan kepala daerah, semakin
tinggi kompetensi aparatur daerah, dan semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka Manajemen
Dana daerah cenderung lebih akuntabel dan optimal. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran
dapat diberikan kepada kantor daerah di Kecamatan Denpasar Barat: Tingkatkan pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan untuk kepala daerah guna meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam
mengelola dana daerah. Pertahankan dan tingkatkan komunikasi terbuka dengan masyarakat untuk
membangun kepercayaan dan mendukung transparansi dalam pengelolaan dana daerah. Teruskan
pendidikan dan pelatihan aparatur daerah dalam Manajemen Dana daerah, sehingga mereka dapat
memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan kepada masyarakat. Tingkatkan
partisipasi masyarakat dengan melakukan publikasi secara rutin di website dan media sosial
tentang informasi penggunaan keuangan daerah. Sosialisasikan penggunaan dana daerah secara
berkala untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam
pengawasan pengelolaan dana daerah. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan varbel lain yang
dapat mempengaruhi accountibility Manajemen Dana daerah. Luaskan area penelitian ke berbagali

kecamatan atau daerah untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif.

339 | Hita_Akuntansi dan Keuangan



Hita Akuntansi dan Keuangan "
Universitas Hindu Indonesia !

e-ISSN 2798-8961 " Edisi Oktober 2024 .

Daftar Pustaka

Anto, R. P., & Amir, M. (2017). Competence of Village Apparatus In Management of Village
Funds in North Konawe Regency-Indonesia. IOSR Journal of Business and Management,
19(11), 66-71.

Arta, I. M. A. S., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem
Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Accountibility Pengelolaan Dana Desa. E-
Jurnal Akuntansi, 26(709).

Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Accountibility
Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi, 26.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency
Costs And Ownership Structure.

Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan
Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah
Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(1).

Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Accountibility Pengelolaan Dana
Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. Jurnal limiah Akuntansi Dan Bisnis, 12(9).

Pramayoga, |. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi
Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Accountibility Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal
Akuntansi, 30, 226-237.

Prasetya, I. K. Y. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, I. P. G. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber
Daya, Pemahaman, Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa Di
Kabupaten Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1), 8(2).

Supadmi, N. L & Suputra, D. G. D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan
Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Accountibility Pengelolaan Dana
Desa Di Kota Denpasar. JIMAT (Jurnal limiah Mahasiswa Akuntansi S1), 13(31).

340 | Hita_Akuntansi dan Keuangan



